
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era modernisasi pemerintahan dan desentralisasi fiskal, prinsip 

transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan penting dalam mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah 

sebagai entitas publik memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan 

daerah secara bertanggung jawab dan terbuka kepada masyarakat. Sejalan 

dengan (Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014) tentang 

Pemerintahan Daerah, setiap daerah diberikan otonomi yang luas untuk 

mengelola sumber daya keuangannya, namun juga dituntut untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut secara akuntabel. 

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan syarat 

mutlak untuk membangun kepercayaan publik. Menurut (Mardiasmo, 2018) 

Informasi yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memahami 

proses pengambilan keputusan pemerintah dan memberikan ruang untuk 

pengawasan sosial. 

Salah satu instrumen utama untuk mewujudkan transparansi dalam 

sektor publik adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD 

mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan 

mempertanggungjawabkan dana publik. Menurut (Mahmudi, 2019) LKPD 

bukan hanya alat pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi sarana 

akuntabilitas publik, di mana kualitas dan keterbukaan laporan akan 

menentukan persepsi publik terhadap integritas dan efisiensi pengelolaan 

anggaran. 

Namun, dalam praktiknya, penerapan transparansi dalam penyusunan 

dan penyampaian LKPD di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi 

tantangan. (Kurniawan & Dewi, 2022) menyatakan bahwa banyak 

pemerintah daerah belum maksimal dalam menyediakan informasi 

keuangan yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh publik. Hal 

ini diperburuk oleh rendahnya literasi fiskal masyarakat serta kurangnya 

sistem yang mendorong partisipasi publik dalam pengawasan anggaran. 



Akuntabilitas sebagai prinsip kedua yang tak terpisahkan dari 

transparansi, mengacu pada kewajiban pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan kebijakan publik kepada 

pemangku kepentingan. Menurut (Romzek & Dubnick, 1987) akuntabilitas 

dalam sektor publik terdiri dari empat dimensi: hierarchical, legal, 

professional, dan political accountability. Dalam konteks keuangan daerah, 

dimensi ini menuntut pemerintah tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga 

memperhatikan tanggung jawab moral dan etis dalam penggunaan anggaran. 

Kabupaten Nias Utara, sebagai daerah yang termasuk dalam kategori 

wilayah tertinggal dan kepulauan, menghadapi tantangan tersendiri dalam 

membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun 

telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK 

selama beberapa tahun terakhir, sejumlah catatan dan temuan BPK masih 

menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal, sistem 

pelaporan, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menilai 

dan mengawasi pengelolaan anggaran. 

Dalam konteks tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang 

mendalam mengenai tingkat transparansi LKPD di Kabupaten Nias Utara, 

serta hubungannya dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) karena tidak hanya 

melihat aspek teknis penyajian laporan, tetapi juga menelusuri faktor-faktor 

institusional, kultural, dan struktural yang memengaruhi implementasi 

transparansi di tingkat daerah. Lebih lanjut, pendekatan kualitatif studi 

kasus yang digunakan memungkinkan pengungkapan realitas sosial dan 

birokratis yang tidak tampak dalam data kuantitatif. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam 

penguatan model transparansi keuangan publik, serta kontribusi praktis bagi 

pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi penyusunan dan 

publikasi LKPD yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga 

strategis dalam mendorong perbaikan sistem keuangan publik di daerah-

daerah yang memiliki karakteristik geografis dan kelembagaan yang 



kompleks seperti Nias Utara. 

Berda$sa$rka$n la$ta$r bela$ka$ng ma$sa$la$h dia$ta$s, ma$ka$ peneliti terta$rik 

menga$ngka$t judul “A$NA$LISIS TRA$NSPA$RA$NSI LA$PORA$N 

KEUA$NGA$N PEMERINTA$H DA$ERA$H (LKPD) DA$LA $M 

MENINGKA$TKA$N A$KUNTA$BILITA$S PENGELOLA $A$N KEUA$NGA$N 

DA$ERA$H KA$BUPA$TEN NIA$S UTA$RA$ : STUDI KA$SUS PA$DA$ BPKPD 

KA$BUPA$TEN NIA$S UTA$RA$”. 

1.2. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitia$n berma$nfa$a$t ba$gi pemba$ta$sa$n mengena$i objek 

penelitia$n ya$ng dia$ngka$t ma$nfa$a$t la$innya$ a$da$la$h a$ga$r peneliti tida$k terjeba$k 

pa$da$ ba$nya$knya $ da$ta$ ya $ng di peroleh di la$pa$nga$n. Penentua$n fokus 

penelitia$n lebih dia$ra$hka$n pa$da$ tingka$t keba$rua$n informa$si ya$ng a$ka$n 

diperoleh da$ri situa$si perekonomia$n da$n sosia$l ini dima$ksuda$ka$n untuk 

memba$ta$si studi kua$lita$tif seka$ligus memba$ta$si penelitia$n guna$ memilih 

ma$na$ da$ta$ ya $ng releva$n da$n ma$na$ da$ta$ ya$ng tida$k releva$n.  

 (Sugiyono, 2017) pemba$ta$sa$n da$la$m penelitia$n kua$lita$tif lebih 

dida$sa$rka$n pa$da$ tingka$t kepentinga$n, urgensi da$n rea$bilita$s ma$sa$la$h ya$ng 

a$ka$n dipeca$hka$n. Penelitia$n ini difokuska$n meliputi:  

1. Seja$uh ma$na$ tra$nspa$ra$nsi la$pora$n keua$nga$n pemerinta$h da$era$h (LKPD) 

Ka$bupa$ten Nia$s Uta$ra$ 

2. Kepa$tuha$n penera$pa$n sta$nda$r a$kunta$nsi pemerinta$h (SA$P) da$la$m 

penya $jia$n la$pora$n keua$nga$n 

3. Ketepa$ta$n wa$ktu da$la$m pela$pora$n keua$nga$n kepa$da$ publik da$n lemba$ga $ 

penga$wa$s 

  



1.3. Rumusan Masalah 

 Berda$sa$rka$n la$ta$r bela$ka$ng ma$sa$la$h ya $ng tela$h dija$ba$rka$n, peneliti 

mengidentifika$si ma$sa$la$h seba$ga$i berikut : 

1. Ba$ga$ima$na$ tingka$t tra$nspa$ra$nsi La $pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h Da$era$h 

(LKPD) Ka$bupa$ten Nia$s Uta$ra$? 

2. Ba$ga$ima$na$ tra$nspa$ra$nsi La$pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h Da$era$h (LKPD) 

berpenga$ruh terha$da$p a$kunta$bilita$s pengelola$a$n keua$nga$n da$era$h? 

3. Fa$ktor a$pa$ sa$ja$ ya$ng mempenga$ruhi tra$nspa$ra$nsi la$pora$n keua$nga$n 

pemerinta$h da$era$h Ka$bupa$ten Nia$s Uta$ra$? 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Menga$na$lisis tingka$t tra$nspa$ra$nsi da$la$m La$pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h 

Da$era$h (LKPD) Ka$bupa$ten Nia$s Uta$ra$ 

2. Menjela$ska$n pengaruh tra$npa$ra$si La$pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h 

Da$era$h (LKPD) terha$da$p a$kunta$bilita$s pengelolaan keuangan daerah. 

3. Mengidentifika$si fa$ktor-fa$ktor ya$ng mempenga$ruhi tra$nspa$ra$nsi 

La$pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h Da$era$h (LKPD) di Ka$bupa$ten Nia$s 

Uta$ra$. 

1.5. Manfaat Penelitian 

A$da$pun ma$nfa$a$t ya$ng da$pa$t diperoleh da$ri penelitia$n ini, ya$itu: 

1. Ba$gi Penulis 

Penelitia$n ini da$pa$t dija$dika$n seba$ga$i bukti empiris ya$ng a$da$ tenta$ng 

a$na$lis tra$nspa$ra$nsi La$pora$n Keua$nga$n Pemerinta$h Da$era$h da$la$m 

meningka$tka$n a$kunta$bilita$s pengelola$a$n keua$nga$n da$era$h Ka$bupa$ten 

Nia$s Uta$ra$ 

2. Ba$gi Pemerinta$h Da$era$h 

 Ha$sil penelitia$n ini diha$ra$pka$n da$pa$t menja$di umpa$n ba$lik nila$i untuk 

perkemba$nga$n tra$nspa$ra$nsi pengelola$a$n keua$nga$n pemerinta$h da$era$h 

da$n meningka$tka$n a$kunta$bilita$s pengelola$a$n keua$nga$n da$era$h. 

3. Ba$gi A$lma$ma$ter 

Ha$sil penelitia$n ini da$pa$t menja$di ta$mba$ha$n referensi, mena$mba$h ilmu 

pengeta$hua$n da$n da$pa$t diperguna$ka$n seba$ga$i ba$ha$n pertimba$nga$n ba$gi 



penelitia$n serupa$ dima$sa$ ya $ng a$ka$n da$ta$ng.  

4. Publik 

Ha$sil penelitia$n ini diha$ra$pka$n da$pa$t memba$ntu ma$sya $ra$ka$t  da$la$m 

mengeta$hui La$pora$n Keua$nga$n pemerinta$h Da$era$h (LKPD) da$n  da$pa$t 

meliha$t seja$uh ma$na$ tra$nspa$ra$nsi keua$nga$n da$era$hnya$. 

 


